REFORMASI SYARI’AH DAN WACANA HAK ASASI MANUSIA (Studi Pemikiran Hukum Abdullah An-Na’m) by Jamhari, Jamhari
27
REFORMASI SYARI’AH DAN WACANA
HAK ASASI MANUSIA(Studi Pemikiran Hukum Abdullah An-Na’m)Jamhari*
Abstract: Abdullah An-Na'im is the figure of the modernthinker; his work is a good starting point of radical Islammodernist and fundamentalist position that both of themdominate contemporary thinking in the Islamic world.According to Shari'ah are no longer relevant and no longeradequate for the needs of modern society, it has led to seriousproblems when dealing with human rights standards. An-Na'imtransformed basic understandings of traditional Islamic law. Interms of Shari'ah, An-Na'im advocated a new system of Islamiclaw which is believed to provide a thorough foundation more inline with Islamic life in the contemporary world. This articlewill explore formulation in the face of political structures, socialorder, criminal law, international law and human rights.
صخلم: ل ةدیج قلاطنا ةطقن وھ ھلمع ؛رصاعملا ركفملا مقرلا وھ میعنلا الله دبع
 ریكفتلا ىلع نمیھت مھنم لاك نأ يلوصلأا فقوملا و ةفرطتملا ملاسلإا ةیثادحلا
 مل يتلاو ةبسانم دعت مل ةیملاسلإا ةعیرشلا ماكحأ ل اقفو . يملاسلإا ملاعلا يف رصاعملا
 تاجایتحا ةیبلتل ةیفاك دعت دنع ةریطخ لكاشم ىلإ كلذ ىدأ دقو ،ثیدحلا عمتجملا
 يملاسلإا نوناقلل ةیساسلأا تامھافتلا لوحتت میعنلا .ناسنلإا قوقح رییاعم عم لماعتلا
 يتلا ةیملاسلإا ةعیرشلل دیدج ماظن میعنلا اعد ،ةیملاسلإا ةعیرشلا ةیحان نم .يدیلقتلا
ا عم اماجسنا رثكأ لاماش اساسأ رفوت اھنأ دقتعی .رصاعملا ملاعلا يف ةیملاسلإا ةایحل
 ،يعامتجلاا ماظنلاو ةیسایسلا ىنبلا ةھجاوم يف ةغایص فشكتست فوس ةداملا هذھ
.ناسنلإا قوقح و يلودلا نوناقلاو يئانجلا نوناقلاو
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Sejak abad ke 19 telah tumbuh perjumpaan intensif antara
dunia Islam dan dunia Barat, dan melahirkan implementasiyang cukup mencengangkan bagi per-ubahan struktursosialdunia Islam. Sehingga tidak salah bila Fazlur Rahmanmenyebutkan bahwa sejarah Islam modern, khususnya abadtersebut pada hakekatnya merupakan sejarah dampak dunia
Barat atas masyarakat muslim (Rahman, 1979: 212). Sejaksaat itu pula, menurut catatan Noel J.Coulsen, perkembanganhukum Islam di dunia Islam nyaris ditentukan dan di dekteoleh Barat (1978: 149). Hukum Islam yang semula menempatiposisi sentral dalam sistim hukum mereka dengan serta mertamenjadi tersisihkan dan tercampakkan dalam posisi marjinal.
Ketika dunia Islam menarik kembali kemerdekaansecara politik dan cengkraman imperelisme dan hegomoniBarat pada abad-20, salah satu persoalan yang muncul adalah,bagaimana memposisikan shari’ah, hukum Islam atau fiqh danmenjabarkannya kedalam sebuah rumusan yang ideal dan
aktual agar mampu mengakomodasikan seluruh warga negaradengan latar belakang suku dan agama yang hiterogen.Termasuk didalamnya yang sangat urgen adalah, bagaimanamemformulasikan syari’at agar senantiasa relevan danmendukung standar hak azazi manusia (HAM) universal.
Inilah agenda yang dihadapi kaum muslimin pada abad ini danmendatang (Hasan, 1988: 1-10).Agenda tersebut telah disadari menimbulkan masalahserius, sementara jawabanya dinilai belum memuaskan.Kebutuhan akan reformaasi syari’ah, berikut perangkat
metodenya juga di dasarkan atas kekuasaan bahwa posisi danformulasi syar’ah yang dalam aspek tertentu, dianggap sudahtidak memadai lagi bahkan dinilai bertentangan denganstandar hak asasi manusia (HAM) universal yang menjadi isuaktual belakang ini.
Dari sini muncullah tuntutan untuk membangun modelsyari’ah yang sesuai dengan standar publik modern, khususnyayang berkenaan dengan HAM. Bersamaan dengan itu, kaummuslimin harus menghadapi option yang sangat delematis,antara keharusan melaksanakan syari’ah sebagai kewajiban
keagamaan dengan mentaati HAM sebagai kewajiban sebagai
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tuntutan masyarakat internasional, antara menjunjung tinggi
nilai-nilai ajaran Islam yang sudah teraktualisasi dalam tradisikehidupan mereka dengan kebutuhan mengikuti gagasanmodern. Berpegang teguh pada warisan tradisi masa lalu dapatberarti menjadikan subordinasi dan keterbelakangan,sementara meninggalkan sama sekali mungkin akan mendapat
menghancurkan identitas Islam dan seluruh kontruksiemosional dan intelektual yang telah diwarisi dan di anutselama ini (Ahmed, 1993: 70).Menurut an-Na’im syari’ah yang ada sudah tidakrelevan dan tidak memadai lagi bagi kebutuhan masyarakatmodern, ia telah memunculkan berbagai masalah serius ketika
berhadapan dengan standar mutaakhir HAM. Dalam kontekinilah kemudian tulisan ini akan membahas reformasi syari’ahyang dilakukan oleh An-Na’im, yang memungkinkan syari’ahdapat menyahuti isu-isu penting bagi masa depankemanusiaan, seperti demokrasi, perdamaian, termasuk
penghormatan terhadap HAM.
An-Nai’ im Sebuah Biografi SingkatAn-Na’im di lahirkan di Sudan 19 April 1946, di negaranyapula ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga perguruan
tinggi (S-1). Didorong oleh keinginannya yang kuat utukmendalami hukum publik, setelah menyelesaikan sekolahmenegah atas, ia meneruskan studi (S-1)-nya pada Fakultashukum pidana di Universitas Khartum Sudan. Iamenyelesaikan studi S-1-nya pada tahun 1970 dan
mendapatkan Gelar LLB (An-Na’im, 1996: xi).Semasa mahasiswa ia bergabung dengan tokohmodernis kontrofersial, Mahmud Muhammad Toha(selanjutnya disebut Thoha). Toha adalah guru An-Na’im danpendiri Republik Brotherhood, salah satu partai yang
berkecimpung secara aktif dalam dinamisasi konstalasiperpolitikan Islam di Sudan. Perkenalannya dengan Tohadalam mengikuti perkuliahannya secara intent ternyatamenjadi model pemikiran modernis yang disajikan dalammemahami syar’ah yang tidak taken for granted, dan upayanya
dalam melakukan reinterpretasi secara radikal terhadap pesan
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etik moral yang terdapat dalam al-quran dan sunah sebagai
dua sumber normatif dalam ajaran Islam kiranya sangatmempengaruhi pemikirannya. Keterkaitan An-Na’im dalampemikiran Islam yang ditawarkan oleh Thaha ditunjukkandengan mengikuti kajian-kajian informal dirumahnya, bahkanpada tahun 1968 An-Na’im secara resmi masuk sebagai
anggota Republican Brotherhood.Setelah berhasil menyelesaikan sekolahnya diKhartoum, An-Na’im melanjutkan di universitas Cambrigde,Inggris dengan mengambil spesialisasi tentang hak-hak sipildan hubungannya dengan konstitusi negara-negaraberkembang dan hukum internasional. Dari perguruan tinggi
ini ia memperoleh gelar LLB, pada tahun 1973, dengan karyailmiahnya yang berjudul “Judisial Rivew of AdministrativeAction, The Law Relating to Civil Liberties, Constitusional Lawand Private International Law”. Selanjutnya pada Universitasyang sama, ia juga telah menyelesaikan studi S-2 dalam bidang
kriminologi, dengan tesisnya yang berjudul “Criminal Proses,Penology Criminologi of Crime and Research Metodologi.”Sedangkan pendidikan S-3 nya di tempuh di UniversitasEdinburgh Skotlandia dan memperoleh gelar Ph.D (An-Na’im,1996: x).
Dari Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1976 An-Na’imkembali ke Sudan untuk menjadi pengacara, dan DosenHukum Universitas   Khourtum. Dan pada tahun 1979 iamenjadi kepala Departemen Hukum Publik Fakultas HukumUniversitas Khaourtum. Yang kemudian An-Na’im inilah yang
meneruskan ide-ide gurunya dan sebagai pembicara yangpaling paling fasih terhadap ide-ide gurunya tersebut, dan iamerasa bertanggung jawab untuk menulis danmengembangkan spesialisasi bidang hukum publik,mereinterpretasikan hukum Islam.
Sebagai intelektual An-Na’im cukup produktif dalammenulis karya-karyannya baik yang berupa buku dan artikel.Paling tidak  sampai akhir 1990-an, ia menulis delapan belasbuku dan 34 (tiga puluh empat) tulisan lain yang dimuat dalamberbagai buku dan jurnal-jurnal ilmiah. Di antara karya An-
Na’im paling monumental adalah “Toward  and Islamic
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Revormation :Civil Liberties, Human Right and InternasionalLaw". Dalam bukunya tersebut An-Na’im seakan menuntutagar umat Islam menilai kembali dan menginterpretasi ulangwarisan kultural mereka dengan mempertimbangkan realitasobyektif di dunia sekarang.Selanjutnya kita lihat beberapa isu fundamental yang
digagas oleh An-Na’im yakni dalam bidang metodologiReformasi, hukum pidana, hukum internasional dan Hak AzaziManusia (HAM) yang dibicarakan oleh An-Na’im.
Menuju Metodologi ReformasiMengenai metodologi reformasi ini, An-Naim membuat sebuah
tesis bahwa “Selama umat Islam tetap setia pada kerangkakerja syari’ah historis, maka mereka   mereka tidak akanpernah benar-benar mencapai tingkat pembaharuan yangsebenarnya, sehingga hukum publik Islam akan sulit untukbisa difungsikan sekarang” (An-Na’im, 1996: 34). An-Na’im
mencoba menjelaskan karyanya tersebut melalui suatu kritikatas literatur terkait, yang ia sebut dengan “Metodologipembaharuan Islam yang memadai. Jadi jalan menujumetodologi reformasi menurut An-Na’im adalah denganmelakukan kritik dan penalaran dalam menafsirkan sumber-
sumber ajaran Islam.Di samping hal di atas, An-Na’im jugamemperhitungkan dalam metodologinya unsur-unsurkesejahteraan sosial dan prinsip-prinsip demokratis dankonstitusional. Salah satu metodologi pembaharuan yang
sangat menarik yang di ajukan An-Na’im adalah pembagian al-Qur’an ke dalam dua corak pesan yang secara kualitatifberbeda. Yang pertama terdiri dari ayat-ayat  yangdiwahyukan kepada nabi di makkah. Ayat-ayat inimengandung esensi Universalisme Islam dan mempunyai
kandungan makna yang abadi, persaudaraan, kosistensidamai, kesejahteraan antara jenis kelamin dan kebebasanberagama dan berkeyakinan sangat ditekankan dalam ayat al-qur’an fase Makkah. Ayat-ayat yang diturunkan di Madinahmengandung gagasan dan anjuran yang mempromosikan
konfrontasi, ketidak setaraan dan pembatasan-pembatasan
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serius terhadap kebebasan individu. Diskriminasi terhadap
perempuan dan non muslim juga di dukung di sini. HukumIslam historis,syari’ah, didasarkan atas ayat-ayat madinah inidan tindakan-tindakan nabi selama penguasa di madinah(Ahmed, 1993: 75).Jadi dalam skema An-Na’im, al-qur’an yang
diwahyukan di makkah sejalan dengan konstutualisme yaknipemerintahan yang berdasarkan hukum dan bukanberdasarkan keputusan yang keluar dari keinginan sesaatseseorang, satu klas sosial atau kasta tertentu. Esesensi daripandangan tersebut adalah perimbangan yang tepat antarakebebasan individual yang seutuhnya dan keadilan sosial yang
menyeluruh. Sejalan dengan HAM dan perdamaianinternasional. Hukum Islam yang direformasi harusdidasarkan pada ayat-ayat ini. Syari’ah historis harusditinggalkan. Ini berarti bukan penolakan terhadap Islam,bahkan bisa diartikan kembali ke semangat aslinya. Inilah
menuju reformasi An-Na’im.
Hukum PidanaAkhir-akhir ini, sebagian negara timur tengah bahkan negaraIslam lainnya ingin menghidupkan kembali undang-undang
pidana Qur’an sebagai hukum yang berlaku di negaranya itu,ini berarti juga pemberlakuan hukum had (hudud).Sejalan dengan itu, An-na’im berseteguh  pada proposisibabwa hukum publik di negara-negara muslim harusdidasarkan Islam, termasuk juga pemberlakuan hukum had.
Sekalipun pemberlakuan hukum had ini menimbulkanproblem-problem baru bila diberlakukan dalam sistim hukumkontemporer. Oleh karena itu An’Na’im menawarkan sebuahpengujian yang orisinil dan kritis terhadap problema-problematersebut dan ia menyajikan versi hukum hudud yang sudah
dipikirkan ulang. Miskipun pada prinsipnya, tidak ada otoritasqur’ani untuk menghapuskan hudud. Yang dapat dilakukanadalah “membatasi” aplikasi dalam praktik.Dalam kontek hudud ini, para ahli hukummengklasifikasikan hudud dalam enam jenis, yakni pertama,sariqah pencuri (dalam hal ini berkenaan dengan QS. 5: 38,
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menyebutkan potong tangan kanan), kedua harobah
(pemberontakan QS 5: 33) memberikan kemungkinanhukuman terhadap pelanggaran ini dengan hukuman mati,penyalipan, potong tangan dan kaki secara silang, danpembuangan ke luar negeri). Ketiga zina (QS: 14: 2,memberikan seratus pukulan untuk pelanggaran tersebut).
keempat, qadl (menuduh berzina QS 24: 4, menyatakandelapan puluh pukulan bagi pelanggaran ini). Kelima surk(mabuk, qur’an melarang mabuk-mabukan tetapi tidakmemberikan hukuman tertentu terhadap pelanggaran ini), danke enam riddah (keluar dari Islam, meskipun Islam mencelariddah, tetapi tidak menyebutkan hukumanya dalam
kehidupan ini. Namun sunnah menyatakan hukuman mati).Jika hal ini merupakan kreteria, maka hudud hendaknyadibatasi pada pelanggaran: pencuri, pemberontakan, zina, danmenuduh orang berzina. Sedangakan bagi pelanggaranminuman keras dan keluar dari Islam tidak terinci secara jelas,
namun ahli hukum mengklasifikasikan dengan hukuman matiseperti yang terdapat dalam sunnah.Klasifikasi semacam inilah menurut An-Na’immelanggar hak asasi manusia dalam kebebasan beragama.Lebih lanjut menurut An-Na’im bahwa ketentuan-ketentuanhudud tersebut hanya layak diterapkan dalam negara Islamdan teruntuk umat Islam bukan mereka yang sekuler danlebih-lebih non muslim. Seperti yang jelas ditentukan olehpengalaman Sudan beberapa tahun lalu menjatuhkanhukuman syar’at terhadap warga non muslim yang tanpa
dikehendaki oleh mereka.
Hukum InternasionalMenurut An-Na’im, tujuan dan fungsi fundamental hukuminternasional modern adalah mengatur hubungan antara
semua anggota komunitas negara-negara internasional sesuaidengan prinsip-prinsip kesamaan dan keadilan berdasarkanhukum demi menciptakan koeksistensional damai danmeningkatkan keamanan dan kesejahteraan negara-negaraserta warga negaranya secara individu. Negara-negara adalah
sasaran hukum internasional, karena negara-negara adalah
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entitas utama yang memiliki hak dan kewajiban internasional
serta mampu mewujudkan rencana internasional dalamtindakan. Karena itu, ujian keabsahan tertinggi terhadaphukum internasional harus sama seperti keabsahan hukumnasional, yaitu kemampuannya mendamaikan kepentingankepentingan setiap individu dalam mencapai keabsahan, dan
kecendrungan komunitas itu dalam meraih keadilan sosialsecara menyeluruh.Berkenaan dengan hukum internasional, An-Na’immemberikan contoh bagaimana perlunya reformasi dalamhukum internasional Islam. Karena umat Islam sekarangterorganisir dalam negara-bangsa yang terpisah dan
penggunaan kekuatan diantara negara Islam sendiri sepertidalam kasus perang Irak-Iran. An-Na’im melihat bahwa adawilayah konflik dan ketegangan tertentu yang sangat seriusantara syari’at dan hukum internasional modern yang harusdiselesaikan dengan cara otoratif dan konklusif.
Untuk mencapai tingkat pembaharuan hukuminternasional  Islam yang sesuai dengan prinsip kontemporer,menurut An-Na’im adalah dengan menganti dasar-dasarhukum Islam, yaitu ayat-ayat yang jelas dan rinci dan sunnahyang terkait yang membenarkan penggunaan kekuatan dalam
menyebarkan Islam di kalangan non muslim dengan teks al-qur’an dan sunnah yang memerintahkan cara damai.Berkenaan dengan kontek shari’ah historis (ayat-ayatMadaniah) yang banyak bertentangan dengan prinsip-prinsipdasar isi tujuan PBB yang mengedepankan perdamaian dan
keamanan internasional serta menegakkan dan mendorongpenghormatan atas hak-hak asas manusia dan kebebasan asasbagi seluruhnya tanpa membedakan bahasa maupun agama.Berkenaan dengan menggunakan kekerasan melawannon muslim dan umat Islam sempalan, banyak ayat al-qur’an
yang diwahyukan setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Mmenekankan kohesi internal komunitas muslim dan berusahamembedakannya dari komunitas-komunitas lainn yangantagonik. Selama Madinah, al-qur’an berulang kalimemerintahkan umat Islam untuk saling menolong antara
satu dengan yang lainnya dan untuk tidak tolong menolong
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dengan non-muslim serta memerangi mereka yang bersekutu
dengan non-muslim. Sehingga ayat al-qur’an 3: 28.Surah Ali Imran: 28: Artinya: janganlah kamu orang-orangmukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali denganmeninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yangberbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah).
Surah An-Nisaa:144: Artinya,Hai orang-orang yang berimanjanganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali,dan meninggalkan orang-rang mukmin, inginkah kamumenggunakan alasan yang nyata bagi Allah untukmenyiksamu.Islam mewajibkan umatnya untuk menghindari kaum
kafir sebagai awliya (kawan,pembantu dan pendukung) sertamemerintahkan pertemanan dan mendorong kerja sama diantara umat Islam sendiri.Ayat-ayat al-qur’an  secara tegas membenarkanpengunaan kekuatan oleh kaum muslimin terhadap non
muslim di wahyukan di Madinah, setelah nabi dan parasahabatnya berhijrah dari  Makkah pada tahun 622 M. SepertiQS, 2: 190, Artinya: Dan pergilah di jalan Allah mereka yangmemerangi kamu, tetapi jangan melanggar batas, bunuhlahmereka dimanapun kamu jumpai, usirlah mereka dari tempatmereka mengusirmu....Dan juga hampir seluruh surah 9 (At-Taubah) yangdiwahyukan pada tahun ke sembilan hijrah, yakni sekitartahun 631 M secara umum diterima sebagai surah yangditurunkan menjelang penutupan pewahyuan qur’an. Ayat-
ayat dalam surah ini seperti seperti ayat 5,12,29,36 dan 123,berisi pembenaran paling jelas bagi penggunaan kekuatanuntuk melawan non-muslim dan secara umum telah menganti(naskh) ayat-ayat tertentu yang melarang atau membatasipenggunaan kekuatan. Khususnya ayat 5  surah ini dikatakan
telah menganti lebih dari 100 ayat al-qur’an yang semulamenegakkan dengan cara damai dan argumentasi untukmeyakinkan orang kafir untuk memeluk Islam. Ayat inimuncul dalam kontek memerintahkan nabi untukmendeklarasikan bahwa dia menolak  perjanjian non agresinya
sebelum kaum kafir, menanti priode empat bulan yang mulia,
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atau sampai berakhirnya waktu yang ditetapkan oleh
perjanjian damai yang belum dilanggar. Kemudian datangsurah 9 (at-taubah ayat: 5). Artinya: ”Apabila sudah habisbulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musrikinitu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka.Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jikamereka bertaubat dan mendirikan sholat, dan menunaikanzakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan,sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.Didukung dengan ayat berikutnya (at-Taubah: 29): Artinya:“Perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hariakhirat dan tak mengharamkan apa yang diharamkan  Allahdan Rasulnya, dan tidak mengakui agama yang benar(meskipun mereka) dari golongan yang mendapat kitab,sebelum mereka membayar jizyah dengan bersedia dibawahkekuasaan”.Nampak dari ayat di atas, adanya pembenaran
terhadap penggunaan kekuatan oleh oleh kaum musliminuntuk melawan non-muslim dari pengguaan kekuatan untukmempertahankan diri sampai penggunaan kekuatan dalampenyebaran Islam. Tak terbantahkan, sampai menjelangwafatnya nabi pembenaran penggunaan kekuatan dalam
penyebaran Islam sama seperti mempetahankan diri. Tidakmasuk akal untuk menyatakan bahwa umat Islam awal sedangdalam keadaan mempertahankan diri ketika merekamenaklukkan dan memerintah seluruh wilayah Syria, Irak,Afrika bagian utara dan timur (K.Hitti, 1968: 42). Seperti
dengan jelas ditunjukkan oleh praktik nabi terakhir dan parakhalifahnya, demikian juga sejarah ekspansi  Islam, syari’ahmembatasi dan mengatur penggunaan kekuatan oleh kaummuslimin terhadap non muslim, tidak hanya mempertahankandiri melainkan juga sebagai sarana penyebaran Islam.
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari surveyterhadap al-qur’an yang menyangkut penggunaan kekuatanoleh kaum muslimin terhadap non muslimin yakni merupakanfenomena Madinah, memang bisa disinyalir sebagai wujudmempertahankan diri  tetapi juga sebagai alat untuk
menyebarluaskan Islam, yang nampak dari prilaku kekerasan
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ini adalah tidak terakuinya kebebasan manusia untuk
memeluk agama sesuai dengan keyakinan mereka. Dan lebihdari itu adanya suatu pemaksaan untuk memeluk agamaIslam, dan sebagai alternatifnya dimerdekakan dengan saratmembayar jizyah. Dari sini nampak mengelas duakan orang-orang non-muslim dalam negara/syari’ah Islam.
Dalam hal ini An-Na’im mengajak kita untuk kembalipada teks al-qur’an dan sunnah   (elemen-elemen syari’ahberdasarkan ayat-ayat Madinah dan sunnah pada masa itudengan syari’ah yang mendasarkan pada ayat-ayat Makiyah).Karena banyak ayat-ayat al-qur’an yang mempersilahkankebebasan memilih dalam kepercayaan dan persamaan,
konsekwensi dan tidak melakukan diskriminasi terhadap nonmuslim dalam masalah hukum, jika diimplementasikan didalam syari’ah ada terdapat pada ayat-ayat preode makkah,seperti: QS,10: 9, 16: 25, 18: 29, 29: 46 dan 88: 21-24. Dengandemikian syari’ah Islam akan sejalan dengan hukum
internasional yang termuat dalam piagam PBB. Sebagai acuanAn-Na’im menjadikan piagam PBB sebagai sumber-sumber danprinsip hukum Internasional dalam upaya reformasi hukumInternasional Islam.
Hak Asasi ManusiaHAM adalah hak-hak individu yang berkembang daripemikiran modern Eropa tentang hukum alam. Hak-hak initerus berkembang di Barat menjadi standar internasionallegal. Dengan deklarasi universal HAM PBB, hak-hak ini
sekarang telah menjadi hukum internasional. Walaupun adabeberapa perdebatan mengenai asal usul universalitasnya, An-Na’im mengambil premis bahwa ada standar universal tentanghak asasi manusia yang mengikat sesuai dengan hukuminternasional dan bahkan setiap upaya harus diarahkan pada
penerapan dalam praktik, sehingga prinsip yang menghormatidan melindungi hak asasi manusia  digambarkan sebagaiJuscogens, yaitu suatu prinsip internasional  dasar bahwanegara-negara tidak dapat menolak karena kesepakatanmereka (An-Na;im, 162).
NURANI, VOL. 15, NO. 2, DESEMBER 2015: 27 - 46
38
Mengenai HAM, An-Na’im bergerak dengan premis
bahwa Islam pada subtansinya sejalan dengan norma-normalegal HAM Internasional jika di interpretasikan secara tepat.Misalkan saja adannya diskriminasi terhadap non muslim danmenyetujuai penggunaan kekerasan terhadap mereka, adanyaperbudakan, dan adanya diskriminasi terhadap wanita,
dimana wanita secara normal tidak diakui sebagai pribadiyang mampu menggunakan hak-hak dan kapasitas hukumyang sebanding dengan yang dinikmati oleh laki-laki.Sekali lagi ditegaskan, beralasan bahwa pandangansyari’ah yang membatasi hak-hak azazi manusia dibenarkanoleh konteks historis dan bahwa ia merupakan suatu perbaikan
atas situasi yang ada tidak untuk mengatakan bahwapandangan ini masih dibenarkan. Oleh karena itu menurut An-Na’im shari’ah perlu direvisi, dari sudut pandang Islam, untukmemelihara hak-hak asasi manusia universal tersebut. Untuktujuan tersebut disini akan di bahas tentang kontek
perbudakan dan diskriminasi berdasarkan gender, karenatema ini lebih terfokus pada standar hak asasi manusia yang“dilanggar” oleh syari’ah, yakni larangan perbudakan dandiskriminasi berdasarkan gender dan agama.
PerbudakanJelas bahwa syari’ah  tidak mengenal perbudakan, karenaperbudakan merupakan norma seluruh dunia pada waktu itu.Shari’ah mengakui perbudakan sebagai institusi pengharusanmembatasi sumber-sumber yang menambah perbudakan,
memperjuangkan kondidi mereka dan mendorong pembebasanmereka melalui berbagai macam cara, baik cara agamamaupun kemanusiaan (Rahman, 1979: 38). Tetapi perbudakansah menurut hukum syari’ah hingga sekarang. Namunperbudakan sekarang tidak mungkin disetujui pelembagaan
secara formal disuatu negara muslim.Memang tidak ada ayat al-qur’an yang membahassecara langsung bagaimana menjadi seorang budak, tetapibeberapa ayat menunjukkan implikasi seperti itu, misalnyaketika al-Qur’an mengatakan hak muslim untuk hidup
bersama dengan budak perempuannya. Dan bahkan seseorang
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yang dilahirkan bebas bisa juga terseret menjadi budak karena
kekalahan dalam perang, yang memang dibolehkan olehsyari’ah.Namun demikian syari’ah juga telah menganjurkanpembebasan budak melalui berbagai macam cara, yakni:sebagai penebusan dosa keagamaan dan penebusan kesalahan
bagi yang banyak dosa. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur’anSurah An Nisa’ ayat 92:Artinya”Dan tidak layak bagi seorang muslimmembunuh seorang mukmin (yang lain), kecualimemang tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa yangmembunuh seorang mukmin karena tersalah(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahayayang beriman serta membayar diat yang diserahkankepada keluarganya (siterbunuh itu), kecuali jikamereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika iasiterbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal iamukmin, maka (hendaklah sipembunuh)memerdekakan hamba sahaya yang mukmin . dan jia ia(terbunuh) dari keluarga kafir  yang ada perjanjian(damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklahsipembunuh) membayar diat  yang diserahkan kepadakeluarganya (siterbunuh), serta memerdekakan hambasahaya  yang mukmin. Barang siapa yang tidakmemperolehnya , maka hendaklah ia (sipembunuh)berpuasa dua bulan berturut-turut   sebagai caramereka bertaubat kepada Allah. Dan Allah mahamengetahui lagi maha bijaksana.”Surah al-Mujaadalah ayat 3:Artinya: Orang-orang yang menzihar istri mereka,kemudian mereka hendak menarik kembali apa yangmereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakanseorang budak sebelum kedua istri itu bercampur.Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allahmaha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.Surah al-Balad ayat 11-13:Artinya: Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanyaitu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar ?
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tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu ?yaitu melepaskan budak dari perbudakan.Surah an-Nuur ayat 33, artinya :Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawinhendaklah menjaga kesucian (diri )nya, sehingga Allahmemampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian,hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jikakamu mengetahui ada kebaikan kepada mereka, danberikanlah mereka sebagian dari harta Allah yangdikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah paksabudak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran,sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karenakamu hendak mencari keuntungan duniawi. Danbarang siapa yang memaksa mereka, makasesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagimaha penyayang (kepada mereka) sesudah merekadipaksa itu”.Dengan berakarnya perbudakan diseluruh dunia padawaktu itu, Islam memang tidak punya pilihan kecualimengakui institusi perbudakan itu dalam konteksejarah dan sangat mendorong kondisi dimana perbudakan
menanggung status yang tidak mengenakkan. Dapat dikatakanbahwa Islam bermaksud mengiliminasi perbudakan denganmembatasi pertumbuhannya dan berusaha menyudahinya.Tetapi karena tidak ada mekanisme internal untukmengubahnya menjadi tidak sah menurut hukum, shari’ah
terpaksa meneruskan keabsahannya dalam sistim hukum yangtak terelakkan dari waktu ke waktu. Misalnya dijelaskandalam Quran Surah Muhammad ayat 4:Artinya “Apabila kamu bertemu dengan orang-orangkafir (dimedan perang) maka pancunglah batang lehermereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkanmereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamuboleh membebaskan mereka atau menerima ataumenerima tebusan sampai perang berhenti.Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allahakan membinasakan mereka akan tetapi Allah hendak
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menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Danorang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidakakan menyia-nyiakan amal mereka.Tentang tawanan perang agar dibebaskan baik denganpenebusan maupun hadiah, mengiringinya dengan “pintuperbudakan” selanjutnya ditutup sama sekali oleh al-qur’an
(ayat tersebut digunakan sebagai legitimasi dihapuskannyaperbudakan).Namun demikian kemudian perbudakan dilarang olehnegara-negara muslim modern, dalam berbagai kasus sejaktahun 1960-an dan sesudahnya, hasil tersebut dicapai melaluihukum sekuler dan bukan hukum shari’ah (An-Na’im, 1996:
75). Lebih lanjut An Na’im menyatakan bahwa secara moraltak dapat dipertanggung jawabkan bagi syari’ah untuk tetapmelanjutkan pengabsahan perbudakan sekarang, denganmengenyampingkan berbagai prospek praktiknya. Selain itu,fakta bahwa perbudakan diijinkan di bawah shari’ah memiliki
konsekwensi-konsekwensi praktikal yang serius, tidak hanyadalam pengelaan berbagai perasaan sosial yang negatifterhadap pembentukan perbudakan dan segmen-segmenpenduduk yang mengunakan sumber perbudakan melainkanjuga dalam mengesahkan bentuk-bentukpraktik terselubung
yang sama dengan perbudakan.Dalam menjelaskan ayat di di atas, Ibn Katsir tidakmenyebutkan berbagai implikasi larangan pilihan untukmenjadi budak. Melainkan dia mengutif statemen Syafi’itentang empat pilihan yang terbuka bagi pemerintah terhadap
tawanan perang: eksekusi, menjadi budak, atau melepaskanatau tanpa tebusan (An-Na’im, 1996: 75). Di Sudan misalnya,citra perbudakan di bawah syari’ah dan literatur Islam terussaja mendukung stereotip yang negatif masyarakat Sudan darinegara bagian barat daya, sebagai sumber perbudakan hingga
akhir abad kesembilan belas. Selain itu, berita terakhirmelaporkan indikasi bahwa anggota suku muslim dari Sudanbarat daya merasa sah untuk menengkap non muslim dariSudan Selatan dan memperlakukan mereka sebagai budakterselubung.
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Diskriminasi Gender
Dalam pandangan An’Naim, problem utama HAM bagi kaumperempuan menurut syari’ah dapat dibahas melalui temapersamaan di depan hukum walaupun syari’ah mengakuipersonalitas hukum independen, hal ini tidaklahmemperlakukan perempuan sama dengan laki-laki.
Dalam pandangan An-Na’im, dasar-dasar inferioritasperempuan terhadap laki-laki menurut shari’ah adalah prinsipqawwamah. Qawwamah (perwalian laki-laki) terhadapperempuan, sebagai akibat ketergantungan perempuanterhadap laki-laki dalam bidang ekonomi dan keamanan.Karena ketergantungan itu tidak ada lagi, maka perwalian
laki-laki terhadap perempuan pun selesailah. Baik laki-lakimaupun perempuan sekarang memiliki kebebasan dantanggung jawab kemampuan yang sama di depan hukum, yangmenjamin kesempatan ekonomi dan keamanan bagi seluruhanggota masyarakat (An-Na’im, 1996: 80).
Hal ini sesuai dengan Firman Allah QS.An-Nisa’: 34:Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagiperempuan (istri) karena Allah telah melebihkansebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telahmemberikan nafkah dari hartanya...Prinsip ini telah digunakan sebagai dasar pelbagaipembatasan terhadap hak-hak perempauan. Sebagai contoh,menurut syari’ah ini, tidak seorang perempuanpun yangdeperbolehkan memegang jabatan publik yang melibatkan
penggunaan otoritas terhadap kaum laki-laki.Hal ini jelas menyumbat seluruh akses kaumperempuan kejenjang jabatan yang tinggi dengan tanpamemperimbangkan kompetensi dan kualifikasi personalmereka. Lebih dari itu, disebabkan oleh prinsip umum ini serta
aturan khusus yang terkandung dalam QS 2: 282:Artinya :...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksidari orang-orang lelaki diantara kamu. Jika tak ada duaorang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan duaorang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,
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supaya jika seorang lupa maka seorang lagimengingatklannya.Mengenai kewenangan kaum perempuan sama sekalitidak mempunyai wewenang untuk menjadi saksi dalamperkara pidana (criminal cases) berat. Dalam perkara-perkaraperdata (civil cases), dimana kesaksian perempuan diterima,
diperlakukan dua orang perempuan untuk membuat kesaksiantunggal (sebagai alasan kenapa kesaksian laki-laki cukupdiwakili dua laki-laki. Sedangkan untuk wanita mesti dengandua orang wanita ditanbah dengan satu orang laki-laki.Karena laki-laki lebih banyak menggunakan pikirannya dalammenimbang sesuatu masalah sedangkan wanita lebih
menggunakan perasaannya, lebih-lebih dia dalam keadaanmarah dan benci).Contoh-contoh lain tentang ketidak samaan kaumperempuan dibandingkan laki-laki menurut syari’ah dapatdijumpai dalam maslah waris dan keluarga. Sebagai aturan
umum, bagi seorang perempuan adalah separuh bagian dariseorang laki-laki. Hal ini sesuai dengan QS: An-Nisa’ Ayat 11:Artinya: Allah mensyari’atkan bagimu tentang(pembagian pusaka) untuk anakmu, yaitu bagi seoranganak-laki-laki sama dengan bagian dua orang anakperempuan...QS;An-Nisa’ Ayat 176Artinya: ...Maka bagian seseorang saudara laki-lakisebanyak bagian dua orang saudara perempuan”.QS,An-Nisa’ Ayat 3:Artinya: “Dan jika kamu takut tidak berbuat adilterhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamumenikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yangkamu senangi:dua,tiga,atau empat tetapi jika kamukhawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka(nikahilah satu saja)...Mungkin saja konteks adil jika itu berlaku pada zamandi mana surah ini turun, akan tetapi, untuk sekarang? dimanaperempuan sama-sama bekerja, bahkan mungkin mereka lebihbanyak bekerja (seperti yang terjadi di Bali, Solo, Madura),
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apakah teks ini akan dipertahankan terus? hal-hal semacam
inilah yang terus digaungkan oleh An-Na’im.Dan yang terakhir adalah diskriminasi terhadap hukumkeluarga, dimana laki-laki muslim dapat mengawini hinggaempat perempuan dalam waktu bersamaan, tetapi perempuanmuslim hanya dapat kawin  dengan seorang laki-laki dalam
waktu yang bersamaan.Yang jelas jika dasar hukum Islam modern tidak digeserdari teks-teks dan sunnah masa Madinah sebagai dasarkonstitusi syari’ah, maka tak ada jalan untuk menghindaripelanggaran yang mencolok dan serius terhadap standar-standar universal hak-hak asazi manusia. Tak ada jalan untuk
menghapuskan perbudakan sebagai suatu institusi yang syahdan tidak ada jalan untuk mengeleminasi  seluruh bentukterhadap seluruh diskriminasi terdap perempuan dan non-muslim, hukum pidana, hukum internasional. Teknik-tekniktradisional pembaharuan dalam kerangka syari’ah tidak
memadai untuk meraih tuntutan pembaharuan. Untuk meraihtingkat pembaharuan tersebut, kita harus dapat melengkapi disamping teks al-Qur’an dan sunnah yang jelas dan terinci masaMadinah yang melayani tujuan-tujuan transisional danpenerapan teks-teks masa Makkah yang secara khusus tidak
tepat untuk penerapan praktikal, tetapi sekarang satu-satunyajalan yang harus dilakukan.
KesimpulanKarya An-Na’im adalah titik tolak radikal baik dari posisi
Islam modernis maupun foundamentalis yang keduannyamendominasi pemikiran kontemporer dalam dunia Islam. An-Na’im mencoba mentransformasikan pemahaman-pemahamandasar hukum Islam tradisional, tak sekedar mereformasiakan.Dalam hal syari’ah, An-Na’im menganjurkan suatu sistim baru
hukum Islam yang menyeluruh yang diyakini memberikandasar yang lebih sesuai  dengan kehidupan Islam di duniakontemporer. Ini merupakan formulasi yang menyeluruhdalam menghadapi struktur politik, tatanan sosial, hukumpidana, hukum internasional dan hak asasi manusia.
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Reformasi yang dilakukan oleh An-Na’im bukan berarti
menafikan ayat-yat Tuhan, dan tidak memaksakan qur’andalam setiap wacana modern sekarang. Akan tetapi mengajakkita untuk memahami al-qur’an dengan benar. Karenakebanyakan ayat-ayat yang dilakukan sekarang adalah ayatMadaniyah dan hal ini tidak mendukung terhadap penegakan
HAM. Yang menjadi kecendrungan masyarakat  saat ini. Olehkarena itu An-Na’im mendorong umat muslim untuk kembalipada ayat Makiyah yang dinilai sesuai dengan kondisikontemporer.
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